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1. KETUA: ASWANTO 
 
 Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Sidang 

dalam Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai 
Golongan Karya, Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 
Partai Hati Nurani Rakyat, Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Perkara Nomor 243-
06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, 
dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 

 
 
 
 
 Untuk Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 

silakan diperkenalkan siapa yang hadir pada sidang ini? 
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum wr. 

wb. Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai 
Golkar yang hadir saya Aan Sukirman, sebelah kanan saya Dhimas 
Pradana, Yang Mulia. Terima kasih. 

 
3. KETUA: ASWANTO 

 
 Baik, terima kasih.  
Untuk Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 

Partai Hati Nurani Rakyat? 
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Terima 

kasih perkenannya dari Majelis. Kami memperkenalkan diri, kami 
seluruhnya Kuasa Hukum dari DPP Hanura, saya sendiri Sri Hardimas 
Widajanto, sebelah saya Hamka, sebelah ... belakang saya Jayen 
Suwarsiatna. 

 

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB 
 

KETUK PALU 3X 
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5. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. 
 

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
Terima kasih, Majelis. 
 

7. KETUA: ASWANTO  
 
 Terima kasih. Untuk Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019, Partai Kebangkitan Bangsa, silakan! 
 

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Ya. Assalamualaikum wr. wb. Partai Kebangkitan Bangsa diwakili 

Kuasanya, saya sendiri Syarif Hidayatullah, dan rekan Indra Bayu. Terima 
kasih, Yang Mulia. 

 
9. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik.  
Selanjutnya untuk Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019, Partai Gerakan Perubahan Indonesia? 
 

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb, Yang Mulia  

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang hadir, kami mewakili Dewan 
Pimpinan Pusat Partai Garuda, saya Saleh Kabakoran, di samping kiri 
saya rekan Rusdi Sanmas, Yang Mulia. 

 
11. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik. Selanjutnya untuk Pihak Termohon, KPU? 
 

12. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
 Terima kasih, Ketua. Hari ini hadir dari Komisioner KPU, Bapak 

Hasyim Asy’ari. Kemudian juga, dari KPU Papua juga hadir, Bapak 
Theodorus Kosay. Kemudian, Ibu Zandra Mambrasar. Kemudian juga, 
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dari kami selaku Kuasa Hukum, saya Muhammad Sutejo, sebelah saya 
Bapak Budi Rahman. Terima kasih, Yang Mulia.  

Mungkin dari Tim Kuasa Hukum lain ingin memperkenalkan diri. 
 

13. KETUA: ASWANTO 
 
 Ya, ini berapa ... berapa kantor yang tampil hari ini? 
 

14. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
 Ada 4, Yang Mulia. 
 

15. KETUA: ASWANTO 
 
 Ada 4? Silakan! 
 

16. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
 Ya. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

17. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA 
 
 Kami dari Termohon juga, Kuasa Termohon, kami dari Kantor 

Absar Kartabrata, saya sendiri Dr. Berna Sudjana Ermaya, dengan Ani 
Yusriani. Terima kasih. 

 
18. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik. Masih ada lagi yang hadir? Kuasa KPU? Dari 2 kantor lagi? Di 

depan ini ada kosong. 
 

19. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
 Hari ini hanya 2, Yang Mulia. 
 

20. KETUA: ASWANTO 
 
 Hanya 2? 
 

21. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
 Untuk yang pukul 10.30 WIB. Terima kasih. 
 
 
 



 

4 

22. KETUA: ASWANTO  
 
 Oke. Untuk ... hanya 2. Silakan, ndak apa-apa di ... di situ!  
Selanjutnya, Pihak Terkait? Silakan! Disebutkan terkait untuk 

perkara nomor berapa? 
 

23. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait 

Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang hadir saya 
sendiri Supriyadi, dan Heru Widodo (...) 

 
24. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik. 
 

25. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

26. KETUA: ASWANTO  
 
 Selanjutnya, Pihak Terkait yang lain? 
 

27. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: JAMIL BURHANUDIN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 

42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...) 
 

28. KETUA: ASWANTO  
 
 He eh. 
 

29. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: JAMIL BURHANUDIN 

 
 Saya sendiri Jamil Burhanudin, dan sebelah kanan saya Slamet 

Santoso (...) 
 

30. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. 
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31. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: JAMIL BURHANUDIN 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

32. KETUA: ASWANTO  
 
 Terima kasih. Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 tidak ada, Pihak Terkait? Perkara Nomor 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga tidak ada, Pihak Terkait. 
Selanjutnya, untuk Bawaslu RI. Silakan! 

 
33. BAWASLU: MOCHAMMAD AFIFUDDIN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu, saya Mochammad 

Afifuddin, Komisioner Bawaslu RI, bersama Bapak Bachtiar dari Tim 
Bawaslu RI, serta Anggota Bawaslu Papua, Pak Jamaludin Lado Rua dan 
Bapak Niko Tunjanan. Terima kasih. 

 
34. KETUA: ASWANTO 

 
 Ini, Mulia, dari ini.  
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Para Pemohon, kita akan 

beri waktu untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Kita 
harapkan bisa menggunakan waktu yang seefektif mungkin karena 
secara keseluruhan perkara-perkara yang Bapak bawa ini kami sudah 
gelar perkara. Sehingga, hal-hal yang detail pun, panel sudah baca dan 
sudah pelajari.  

Oleh sebab itu, kita berharap pada kesempatan ini Para Pemohon 
hanya cukup menyampaikan pokok-pokok Permohonan saja dalam waktu 
yang tidak terlalu lama. Dan selanjutnya, saya mohon untuk, Yang Mulia 
Bapak Dr. Manahan, untuk memandunya. Silakan, Yang Mulia! 

 
35. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik.  
Kepada Pemohon Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019, ya, dan 04, dan 33, agar dibacakan permohonannya. 
Namun, sebelumnya karena di sini ada perbaikan yang di sampaikan oleh 
Pemohon, baik itu perbaikan yang tertangal 31 Mei dan 11 Juni. Ini perlu 
ditegaskan karena perbaikan itu hanya diberikan kesempatan sampai 
tanggal 31 Juni.  

Jadi, ini harap menjadi pedoman agar nanti tidak menjadi … apa 
namanya … kacau dalam hal nanti Termohon dan Pihak Terkait untuk 
menanggapinya. Jadi seperti itu, agar Pemohon membacakan 
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permohonannya sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tegaskan. 
Dipersilakan! 

 
36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan sampaikan permohonan, 

pokok-pokoknya saja. Yang untuk … yang sudah didaftarkan atau yang 
sudah di register yang tanggal 11 Juni, Yang Mulia.  

 Untuk Partai Golkar diwakili oleh Airlangga Hartarto, sebagai 
Ketua Umum dan Lodewijk F. Paulus, memberikan kuasa kepada kami, 
antara lain Aan Sukirman dan Dhimas Pradana, untuk mengenai … 
mengajukan perbaikan permohonan pembatalan keputusan KPU pa (...)    

 
37. KETUA: ASWANTO 

 
 Langsung ke pokok persoalan saja. Langsung ke pokok. 
 

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

 
 Baik, Yang Mulia. Kami akan sampaikan pokok-pokoknya saja 

mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum, itu … 
dan tenggang waktu kami mohon dianggap dibacakan.  

Kemudian, di khusus Provinsi Papua untuk DPR Dapil Papua, Caleg 
Pemohon Nomor Urut 1, atas nama Paskas … Paskalis Kossay. Caleg 
Nomor Urut 3, atas nama Elion Numberi. Caleg Nomor Urut 10, atas 
nama Yakobus Jagong. 

 Mengenai persandingan perolahan suara (...)  
 

39. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
 Yang Mulia, dari Termohon. Yang dibacakan itu yang perbaikan 

tang … apakah yang diperbaca … yang dibacakan itu perbaikan yang hari 
Jumat, tanggal 31 Mei? 

 
40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik.  
 

41. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
Terima Kasih, Yang Mulia. 
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42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Saya tegaskan kembali. Jadi, permohonan yang di registrasi itu 

yang menjadi pedoman kita, ya. Yang diregistrasi. Saya tidak ulangi lagi, 
ya. Karena tadi tetap menjadi pedoman kita yang di registrasi yaitu 
perbaikan yang tertanggal 31 Mei. Silakan!  

 
43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
 Persandingan perolehan suara calon anggota DPR untuk 

pengisian keanggotaan DPR, berdasarkan tabel persandingan perolehan 
suara calon anggota DPR menurut Termohon dan Pemohon, untuk 
pengisian keanggotaan DPR atas nama Pemohon Paskalis Kossay, 
menurut Termohon memperoleh suara sebesar 66.947. Sementara 
menurut permoho … menurut Pemohon sebesar 216.946. Terdapat 
selisih sebesar 14.999, Yang Mulia.  

 Kemudian untuk Yakobus Jagong, itu memperoleh suara menurut 
Termohon=3.258, sementara menurut Pemohon 17 … 170.268, Yang 
Mulia. Kemudian terdapat selisih sebesar 167.000. Yakobus (...)  

 
44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Diulangi! 
 

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Itu angka yang terakhir, tolong diulangi. 
 

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

 
 Mohon izin ada renvoi, Yang Mulia. Untuk selisihnya, untuk 

Yakobus Jagong tercatat di situ 16.700 seharusnya … seharusnya 
167.000, Yang Mulia. Ini juga? 

 
48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 167.000, ya? 
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49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 
 
 Betul, Yang Mulia. 
 

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Nanti kita petimbangkan apakah itu merupakan perubahan atau 

hanya perbaikan, ya?  
 

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

 
 Baik. 
 

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Silakan! 
 

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

  
 Kemudian untuk Paskalis Kossay juga, Yang Mulia. Salah 

penjumlahan untuk selisihnya, Yang Mulia. Seharus … yang tercatat 
14.999 seharusnya 149.999 suara, Yang Mulia.  

 
54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya, dilanjut. 
 

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

  
 Baik. Bahwa mengenai selisih suara di atas Pemohon mendalilkan 

sebagai berikut. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara 
Pemohon terjadi di Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara adalah 
tidak benar. Bahwa terjadi pengurangan suara di Jayawijaya seharusnya 
caleg DPR Partai Gokkar Nomor Urut 1, kehilangan suara sebanyak 
80.000 suara hilang di tingkat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya. 
Sedangkan di Tingkat Pleno KPU Kabupaten Mimika kehilangan 50.000 
suara. Kemudian di Lanny Jaya sebesar 20.000 suara.  

Terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain dari 
Partai Amanat Nasional di Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara 
adalah tidak benar.  
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Kemudian untuk permohonan atas nama Yakobus Jagong, 
keduanya adalah calon DPRD dari Partai Golkar dapil yang sama di 
Papua. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Yakobus Jagong 
memperole … ditetapkan sebagai …  oleh Termohon sebesar 3.258. 
Seharusnya menurut Pemohon, itu=170.268 suara, sehingga selisih 
sebanyak 167.000, Yang Mulia.  

 Mengenai selisih suara di atas, dapat kami sampaikan, terjadi 
pengurangan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 1 pada saat pleno di 
tingkat kabupaten pada Kabupaten Jayawijaya sebanyak 80.000 suara. 
Kemudian, di Kabupaten Mimika sebanyak 50.000 suara dan Kabupaten 
Lanny Jaya sebanyak 20.000 suara.  

 Selanjutnya untuk Pemohon pada Caleg Nomor Urut 10 atas nama 
Yakobus Jagong, terjadi pengurangan perolehan suara pada Pleno 
Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara.  

 Kehilangan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 1 pada Kabupaten 
Jayawijaya, Mimika, dan Kabupaten Lanny Jaya, sebanyak 150.000 suara 
adalah bertambahnya perolehan suara bagi calon lain dari Partai Amanat 
Nasional.  

 Selanjutnya, mu … Yang Mulia, kehilangan suara Pemohon Nomor 
Urut 10 pada Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara adalah 
bertambahnya perolehan suara pada partai … pada Partai PAN.  

 Kehilangan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 10 sebelum Pileg 
2019 telah melakukan persiapan mulai dari tim kerja sampai akhir 
mendapat kepercayaan dari kepala suku sek … kepala suku umum … 
kepala suku umum dewan adat nasional selaku pejuang dan pendiri 
Kabupaten Yahukimo untuk berjuang atas nama Kabupaten Yahukimo 
dengan memberikan suara secara noken atau ikat pada … sebanyak 
167.000 suara, Yang Mulia.  

 Kemudian, pada tanggal 18 April 2019, Kepala Suku Umum 
Dewan Adat Nasional, pejuang dan pendiri Kabupaten Yahukimo atas 
nama Lenbjen Honnoma telah merekap suara at … atas 20 distrik (...) 

 
56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ini ada Bukti P kosong masih, apakah itu bisa dilengkapi, 

dipersilakan. Angka 4, angka 5, itu ada Bukti P titik-titik. Kalau bisa 
langsung dilengkapi, supaya kita bisa cepat nanti mengetahui ini 
alasanya apa? Dalilnya itu bisa kelihatan di bukti berapa. Bisa atau nanti 
saja?  

 
57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 
 
 Nanti saja, Yang Mulia.  
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58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Silakan! 
 

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

 
 Baik, kami lanjutkan.  
 Kemudian, untuk pemberian suara tersebut, terbagi atas 2 suku, 

di Yali Tengah, Singoklah Kayo, yaitu Singoklah Kayo sebanyak 87.000 
suara. Kemudian, di Angruk Yahuli dan Ubahaik sebanyak 67.000 suara. 
Kemudian, di Yogosem dan Kurima, sebanyak 13.000 suara.  

 Suara Pemohon Caleg Nomor Urut 10 atas nama Yakobus Jagong, 
pada saat rekapitulasi kabau … Kabupaten Yahukimo di Dekai, suara 
Pemohon adalah sebanyak 167.000 ternyata dialihkan ke partai lain, 
yaitu PAN, Nasdem, Demokrat, dan Perindo. Atas hal ini keberatan 
diajukan oleh Isak Rumbarar saksi Pemohon, namun tidak ditanggapi 
oleh KPU Kabupaten Yahukimo.  

 Kemudian, Yang Mulia, karena suara Pemohon Caleg Nomor Urut 
10 atas nama Yakobus Jagong dialihkan ke partai lain, maka suara 
Pemohon tersisa hanya sebanyak 3.268 suara. Pengalihan suara ini 
mengakibatkan Pemohon Partai … Pemohon untuk Kabupaten Yahukimo 
mendapatkan urutan keenam sebanyak 268 … 286.762. terbanyak dari 
seharusnya mendapatkan perolehan terbanyak kedua, yaitu sebesar 
453.762 suara. Dengan tabulasi yang kami sampaikan, tidak kami 
sebutkan (...)  

  
60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik, waktunya (...) 
 

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

 
 Baik (...)  
 

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Kami masih ada, lihat ini, kita toleransi, kita beri waktu 8 menit 

lagi. Persilakan.  
 

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

 
 Baik.  
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 Kemudian, Yang Mulia. Pemohon Caleg Nomor Urut 10 atas nama 
Yakobus Jagong seharusnya mendapatkan suara sebanyak 170.268 
suara dari sua … dari suara terekap oleh Termohon sebanyak 3.268 
suara ditambah 1.067 suara atau memperoleh kursi kedua DPR untuk 
Dapil Papua.  

 Oleh karena sangat patut dan berdasar hukum bagi Pemohon 
Caleg Nomor Urut 10, Dapil Yahukimo untuk dikembalikan suaranya yang 
hilang oleh Termohon sebanyak 167.000 suara.  

 Perolehan suara Pemohon terhadap partai lain dan untuk Caleg 
Pemohon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 10 menurut Pemohon adalah 
sebagai berikut.  

 Tabulasi sebagaimana kami sebutkan.  
 

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya.  
 

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

 
 Kami lanjut, Yang Mulia.  
 

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Lanjutkan! 
 

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DHIMAS PRADANA 

 
 Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.  
 

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Silakan.  
 

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DHIMAS PRADANA 

 
 Pemohon atas nama Elion Numberi Caleg DPR RI Dapil Papua. 

Mengenai dalil dari Pemohon Elion Numberi, mendalilkan mengenai 
adanya kejanggalan jumlah DPT antara DPT, PPWP, DPT DPR, dan DPT 
DPD. 

 Kemudian juga, ada beberapa terdapat fakta pelanggaran, 
mengenai adanya pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Tolikara, 
Kabupaten/Kota Jayapura … mohon maaf. Kemudian, Kabupaten Paniai, 
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Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Intan Jaya. Kemudian, di Kabupaten 
Yahukimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Asmat, dan kabupaten yang ada di Provinsi Papua. 
Pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ada rekomendasi dari bawaslu 
dan sudah kami sampaikan buktinya.  

 
70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya.  
 

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DHIMAS PRADANA 

 
 Kemudian, berdasarkan fakta hukum yang di atas terjadi 

pelanggaran sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, maka cukup 
beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Majelis Yang 
Mulia untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  

 Kemudian, kami lanjut, Yang Mulia, ke Pemohon atas nama Deerd 
Tabuni dari DPRD Provinsi Papua Dapil 6. Di sini, Pemohon mendalilkan 
bahwa Pemohon memperoleh suara sebesar 89.934. Namun, pada saat 
rekapitulasi di tingkat provinsi berubah menjadi 33.450 suara. Sehingga, 
terdapat selisih sebesar 56.484 suara. Kami lanjut untuk mempercepat 
(…) 

 
72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ini Deerd Tabuni, ya? 
 

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DHIMAS PRADANA 

 
 Tabuni. Benar, Yang Mulia.  
 

74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Silakan!  
 

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DHIMAS PRADANA 

 
 Kami lanjut untuk mempercepat. Untuk pengisian anggota DPRD 

kabupaten/kota Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan 2, di sini kami 
sanding … tampilkan tabel ada perolehan dari suara Pemohon atas nama 
Franklin Markus Numberi. Jadi, ada perbedaan antara Formulir DA-1 
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dengan Formulir C-1 dengan perolehan sebagaimana terlampir dalam 
permohonan.  

Kemudian, mengenai perolehan suara Pemohon di Distrik 
Angkaisera sebanyak 36 sedangkan perolehan suara Steven Arebo yang 
semua mendapat … semula mendapat suara sebanyak 337 suara 
menggelembung menjadi 1.380 suara.  

 Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh 
Termohon sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan suara 
terbanyak di internal partai akhirnya kalah dan selisih suara dari Caleg 
Partai Golkar lainnya yaitu atas nama Steven Arebo. Adapun 
permohonan suara Pemohon berdasarkan Formulir DA-1 Distrik 
Yamakukat sebagai berikut, dianggap dibacakan. 

 
76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya. 
 

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DHIMAS PRADANA 

 
 Terus kemudian untuk perolehan suara Distrik Anotaurei 

berdasarkan forma … Form DA-1 sebagai berikut, dianggap dibacakan.  
Kemudian, bahwa berdasarkan perolehan suara Pemohon di 3 

distrik yang masuk dalam dapil pemilihan 2, Dapil Kepulauan Yapen yaitu 
Distrik Anotaurei, Distrik Angkaisera, dan Distrik Yamakukat adalah 
sebagai berikut.  

Untuk partai Golongan Karya, Distrik Angkaisera 28, Yamakukat 9, 
dan Anotaurei 73. 

Kemudian lanjut, Yang Mulia. Untuk Kabupaten Lanny Jaya Dapil 
I. Bahwa perolehan suara (…) 

 
78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Agak dipersingkat, ya?   
 

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DHIMAS PRADANA 

 
 Ya. Baik.  
 

80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Waktunya tinggal 3 menit. 
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81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DHIMAS PRADANA 

 
 Baik. Bahwa perolehan suara untuk Pemohon yang benar pada 

Dapil 1 Lanny Jaya sesuai dengan rekapitulasi KPPS adalah sebagai 
berikut. 

 Untuk perolehan Pemohon atas nama Irina Wenda, untuk 
Pemohon adalah sebesar 2.664 suara.  

Terus kemudian, atas ada pengalihan … ada … atas adanya 
pengalihan suara Pemohon tersebut ke partai lain secara sepihak yang 
telah dilaporkan kepada Bawaslu Lanny Jaya, Formulir Model B-3, 
tanggal 13 Mei 2019, Bukti P-1 dan tanda terima penerimaan laporan 
kepada Bawaslu Lanny Jaya, tanggal 13 Mei 2019. 

 Bahwa karenanya … bahwa karenanya, mohon kepada 
Mahakamah untuk memerintahkan KPU Lanny Jaya untuk 
mengembalikan perolehan suara Pemohon pada Dapil I di 5 distrik 
tersebut kepada Pemohon sebanyak 2.664 suara dan (…) 

 
82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik. Saya kira sudah cukup. 
 

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DHIMAS PRADANA 

 
 Baik. 
 

84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Tidak … ini kita sudah bisa mengikuti. Langsung ke petitum saja. 
 

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DHIMAS PRADANA 

 
 Baik.  
 

86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ada … ini alternative, ya, petitumnya?  
 

87. KUASA HUKUM PEMOHON NO NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

 
 Betul, Yang Mulia. 
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88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Silakan dibaca! 
 

89. KUASA HUKUM PEMOHON NO NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

 
 Petitum. Mengambulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 

membatalkan keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya (…) 
 

90. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Ya. 
 

91. KUASA HUKUM PEMOHON NO NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 
 

 Mohon dianggap dibacakan. Sepanjang di daerah pemilihan 
Provinsi Papua dan untuk pemilihan anggota DPRD, sepanjang di daerah 
pemilihan 6. Dan untuk pemilihan anggota DPR kabupaten/kota, 
sepanjang di daerah pemilihan 2 kabupaten Kepulauan Yapen dan 
daerah pemilihan 2 DPRD Kabupaten Lanny Jaya, sepanjang da … 
Daerah Pemilihan 1 Jayapura Selatan, pemilihan anggota DPRD Kota 
Jayapura, sepanjang pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota Daerah 
Pemilihan 2 DPRD Kota Jayapura, dan untuk pemilihan anggota DPRD 
kabupaten kot … kota … sepanjang daerah … Dapil I DPRD Kabupaten 
Dogiyai, dan seterusnya. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar 
untuk pengisian penganggotaan DPR … DPRP dan DPRD Kabupaten/kota 
dapil Papua, sebagai berikut, kami mohon dianggap dibacakan. 

 
92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya. Langsung ke tabel selanjutnya. 
 

93. KUASA HUKUM PEMOHON NO NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

 
 Atau mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan 

batal Keputusan KPU Nomor 987, dan seterusnya menyatakan batal dan 
tidak mengikat Berita Acara Rekap Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. 
Menyatakan pemungutan suara ulang, PSU untuk semua jenis pemilu di 
29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Menetapkan pemungutan suara 
ulang di Kabupaten Tolikara, Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, 
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 
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Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten 
Puncak. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan. Atau 
apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang 
seadil-adilnya.  

 Demikian, Yang Mulia, dari Partai Golkar. Terima kasih. 
 

94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Telah dibacakan. Silakan, ada, Yang Mulia? 
 

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. Ini satu saja ya, untuk apa … untuk Kuasa Partai Golkar. Ini 

be … benar, ya, begini bunyi … apanya … bunyi Petitumnya, 
“Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan 
suara ulang di 29 kabupaten/kota Provinsi Papua untuk semua jenis 
pemilu?” Benar, ya?  

 Sudah. Saya nanya saja, tertulisnya begitu. Jangan ditafsirkan 
lain! Anda tulis begitu, ya? Jangan ada lagi tambahan-tambahan! Saya 
tanya benar begini, kan?  

Oke. Terima kasih, Pak Ketua. 
 

96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Karena dari permohonan 20 … berapa … 10 … 

170/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?  
 Baik. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 42/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan 
Perkara Nomor 33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dipersilakan dari Partai 
Hanura!  

Waktu kita berikan 10 menit. 
 

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA 

 
 Terima kasih, Majelis. 
 Untuk permohonan pem … daerah pemilihan 3, meliputi 

Kabupaten Mimika, Kabupaten Naibere, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten 
Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Intan Jaya. Persandingan perolehan suara 
partai politik menurut Termohon dan Pemohon, Parpol Hanura 27 … 20 
… 27.233. Pemohon=41.531. Selisih 14.800. 

 Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan 
sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terjadinya pengurangan 
perolehan suara Pemohon di PPD Distrik bian ... Biandoga, Kabupaten 
intan … Intan Jaya sebanyak 14.800 suara yang dialihkan ke partai lain, 
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yaitu Gerindra, PAN, dan PKB. Bahwa berdasarkan pernyataan sikap dari 
tokoh-tokoh … tokoh masyarakat, yakni tokoh intelektual, tokoh agama, 
dan tokoh pemerintah distrik dalam hal ini kepal … kepala distrik dan 
pengurus partai yang lain, suara di Distrik Biandoga diikat atau 
dibungkus atas nama calon legislatif Partai Hanura sebesar 5 … 15.468. 
Dan telah sesuai juga dengan rekapitulasi suara dari setiap TPS atau PPS 
Pada Listrik Biandoga.  

 Tiga. Namun telah terjadi perubahan di Kabupaten Intan Jaya 
yang dibawa oleh sekretaris PPD, Elias Igapa atau pegawai negeri sipil 
Bappeda Kabupaten Intan Jaya yang seharusnya suara yang diserahkan 
kepada KPUD Kabupaten Intan Jaya untuk Partai Hanura sebanyak 
15.408 suara. Tetapi, yang diserahkan hanya 1.200 suara. Bahwa apabila 
tidak terjadi penggelembungan suara yang terjadi di KPUD Kabupaten 
Intan Jaya, Pemohon akan mendapatkan 1 kursi pada Dapil III Provinsi 
Papua.  

 Bahwa Bawaslu Provinsi … bahwa berdasarkan seluruh uraian 
sebagaimana hasil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 

 Yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98 
dan seterusnya. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk 
Pemohon untuk pengisian kabupaten DPRD Provinsi Daerah Pem … 
Pemilihan 3 sebagai berikut. 41.530 suara. Memerintahkan kepada ko … 
Komisi Pemilihan Umum untuk menghasilkan keputusan ini dan/atau 
apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya. 

 Selanjutnya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Majelis. 
 

98. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL  
 
 Ini yang dibacakan dapil berapa? 
 

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA 

 
 Yang Dapil III, Majelis. 
 

100. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Dapil III? 
 

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA 

 
 Ya. Papua. 
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102. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Dapil III Papua. Jadi, ini dipisah-pisah, ya? 
 

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA 

 
 Ya, Yang Mulia. Karena kita kemarin permohonan terpisah-pisah, 

Yang Mulia.  
 

104. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Dapil III yang dibacakan. Ini mau disambung ke dapil berapa? 
 

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Izin, Majelis. Menyambungkan, selanjutnya kami sambung dengan 

Dapil IV, Provinsi Papua, Majelis.  
 

106. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Dapil IV, ya? 
 

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Ya.  
 

108. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Silakan! 
 

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Terima kasih, Majelis. Kami lang … langsung masuk pada pokok 

permohonan. Di Dapil IV, suara yang diperoleh oleh Pemohon adalah 
sebesar 34.546 berdasarkan dari penetapan KPU. Sedangkan 
berdasarkan C-1 yang kami miliki, perolehan suara yang diperoleh 
Pemohon adalah sebanyak 40.068 suara, dimana suara tersebut berasal 
dari Distrik Yamoneri sebesar 6.100 … diantaranya adalah dari Distrik 
Yamoneri sebesar 6.160, dimana di DA-1 KPU dituangkan sebanyak 
2.195 suara, sehingga terjadi selisih 3.965 suara. Dan di Distrik Mulia 
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khusunya Kampung Muliagambut, suara kami hilang sebanyak 997 suara 
di mana bukti yang kami miliki berdasarkan C-1, suara kami adalah 997 
suara. Sedangkan setelah menjadi DA-1, suara kami menjadi 0. 

 Selanjutnya perselisihan suara terjadi di Distrik Nioga. Distrik 
Nioga suara kami yang seharusnya berdasarkan C-1 adalah 1.110, 
sedangkan berdasarkan DA-1 suara kami berkurang menjadi 550, 
sehingga terjadi selisih 560 suara.  

 Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Mahkamah 
Konstitusi untuk ke satu, mengabulkan permohon … Pemohon untuk 
seluruhnya. Kedua, membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan 
pada hari Selasa pada tanggal 21 Mei 2019. Khususnya Penetapan Hasil 
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Provinsi Papua, 
daerah pemilihan 4 dari Partai Hanura. Pen … ketiga, menetapkan 
perolehan suara Pemohon yang benar untuk DPRD Provinsi Papua 
Kabupaten Puncak Jaya daerah pemilihan 4 sebanyak 40.068 suara 
dalam Pemilihan Umum tahun 2019.  

 Sekian, Majelis.  
 

110. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Baik. 
 

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
Dilanjutkan pada Dapil I kabupaten (…) 
  

112. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ini yang ada Dapil I (…) 
 

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Oh, maaf. Masih Provinsi Papua, Majelis. Dapil I Provinsi Papua. 
 

114. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Kan ini belum ada provinsi lain, masih Provinsi Papua kita. 
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115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Betul, betul, Yang Mulia.  
 

116. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Sekarang dapilnya I (…) 
 

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Dapil I. Ya, Dapil I Provinsi Papua (…) 
 

118. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, waktu 5 menit lagi, ya. Persilakan! 
  

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Ya. Dapil I Provinsi Papua Nomor Urut 1 atas nama Yulianus 

Dwwa, perolehan suara menurut pemo … Pemohon sebesar 3.820 di 
mana terjadi pengurangan suara dengan suara dengan selisih 3.452 di 
mana perolehan suara pada distrik … pengurangan suara terjadi pada 5 
kelurahan di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, pada Kelurahan 
Hamadi, Entrop, Argapura, Ardipura, Numbai. 

 Bahwa juga terjadi pengurangan suara pada Distrik Heram, di 
mana suara Pemohon berkurang menja … 522, di mana perolehannya 
sebesar 728. 

Terjadi perolehan suara pada Kelurahan Hedam, dimana dengan 
selisihnya sebesar 522.  Begitu juga dengan Distrik Abepura, terjadi 
pengurangan suara sebesar 1.482. 

Dan pada petitum-nya. Satu, mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan pemilihan umum, dan 
seterusnya. Tiga, menetapkan suara Pemohon pada Distrik Jayapura 
Selatan Kota jay … Kota Jayapura Provinsi Papua sebanyak 3.820 suara 
kepada Pemohon. Menetapkan suara Pemohon pada Distrik Heram, Kota 
Jayapura, Provinsi Papua sebanyak 728 suara kepada Pemohon. 
Menetapkan suara Pemohon pada Distrik Abepura, Kota Jayapura 
sebanyak 2.101 suara. Atau setidak-tidaknya memerintahkan Pemohon 
… memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang 
di seluruh TPS Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram, Distrik Abepura, 
dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu 
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RI untuk melakukan supervisi pengawasan terhadap pelaksanaan 
putusan ini. 

 Selanjutnya, Yang Mulia. Dapil I, Nomor Urut 5 di mana terjadi 
pengurangan suara pada 3 kelurahan. Pertama Kelurahan Vim, Awiyo, 
dan Whaimorok, dimana total seluruhnya terjadi pengurangan sekitar 
780.  

 
120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Tunggu, itu sekitar atau bagaimana itu? Kalau sekitar itu kan tidak 

pasti angkanya. 
 

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 780, Yang Mulia.  
 

122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, jangan pakai sekitar (…) 
 

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Baik, Yang Mulia. 
 Dan pada Distrik Jayapura Utara terjadi pengurangan suara 

Pemohon sebesar 30 … 34 suara dan pada … dengan petitumnya satu 
mengabul … mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, 
membatalkan Keputusan Komisi Pemeriksaan ... Pemilihan Umum Nomor 
987 dan seterusnya. Tiga, Memerintahkan Termohon melakukan 
penghitungan suara ulang di seluruh TPS 1 sampai dengan TPS 51 di 
Kelurahan Vim, dan TPS 1 sampai dengan TPS 48 di Kelurahan Wai 
Mhorock pada Distrik Abepura, dan TPS 1 sampai dengan TPS 81 di 
Kelurahan Imbi, dan TPS 1 sampai dengan TPS 48 di Distrik Jayapura 
Utara, dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu untuk melakukan 
survey untuk ... dan me ... pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 
ini. 

Selanjutnya, Yang Mulia, Dapil I dengan Nomor Urut 10 (...) 
 

124. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Itu atas nama? 
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125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Wai ... Jemy Kombo. 
 

126. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, waktu tinggal 2 menit (...) 
 

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Ya. 
 

128. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Dipersilakan! 
 

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Bahwa pengurangan suara terhadap Jemy Kombo sebesar ... 

sejumlah 200 ... 113, terjadi pada Distrik Arso, Arso Barat, Waris, Towe, 
Maneen, Yafi, Web, dan Arso Timur, Durwa Arso, dengan jumlah 2.344, 
di mana Petitumnya mengabulkan bahwa untuk seluruhnya, 
membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor ... dan seterusnya, 
memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang 
di distrik se-Kapubaten Keerong, Kota Jayapura, meliputi 9 distrik, Distrik 
Arso, Distrik Arso Barat, Distrik Waris, Distrik Yafi,  Distrik … dan 
seterusnya. 

 Satu lagi, Yang Mulia (...) 
 

130. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Ini saya lihat masih ada Yulianus dan Bani Tabone (...) 
 

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Tadi (...) 
 

132. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Benar? 
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133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Tadi Yulianus yang pertama, Yang Mulia (...) 
 

134. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Yang masuk yang pertama tadi itu? 
 

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Yang pertama, yang Nomor Urut 1, Yang Mulia. 
 

136. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik, oke. Kemudian, yang terakhir ini Bani Tabone, ini yang 

belum? 
 

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Oh, enggak. Itu sudah cukup, Yang Mulia. 
 

138. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
  
Sudah masuk itu? 
 

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
He eh. (...) 
 

140. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Baik. 
 

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
Pertama itu Yulianus (...) 
 

142. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Ya. 
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143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Habis itu Ir. Fajar, Jemy Kombo, dan yang terakhir ini (...) 
 

144. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Yang terakhir, ya. Silakan! 
 

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Dapil III, Yang Mulia (...) 
 

146. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. 
 

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Atas nama Otniel ... Otniel Deda. 
 

148. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Silakan ... silakan! 
 

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Jadi, pada ... bahwa terjadi (...) 
 

150. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Secara singkat saja. 

 
151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 
 
 Ya, baik. 
 

152. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Secara singkat saja, langsung ke Petitum nanti. 
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153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Suara tidak ... bahwa telah terjadi perbedaan data di ... pada 

Hedam dan Muara Tami (...) 
 

154. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. 
 

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Ya. Se ... di mana menurut DB sat ... DB-1 sebesar 3.260 dan 

DA=48, dan C-1 sebesar 304 (...) 
 

156. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 300 berapa ini? 
 

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 390. 
 

158. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Langsung (...) 
 

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Langsung kita Petitum, Yang Mulia. 
 

160. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. 
 

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya. 
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan 

seterusnya. 
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3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan 
ulang di seluruh TPS distrik (...) 

 
162. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Diulangi dulu. TPS distrik mana ini? Apakah seperti ini saja 

bunyinya? 
 

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Ya. Seperti ini saja, Yang Mulia. 
 

164. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Silakan! 
 

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
4. Memerintahkan Termohon untuk mendikualifakas ... 

diskualifikasi calon legislatif. 
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum ... Komisi Pemilihan 

Umum serta Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan putusan ini. 

Cukup, Yang Mulia. 
 

166. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Dari Pemohon Nomor 0 ... Pemohon Pemohon Perkara 

Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Sudah selesai, ya? 
 

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Cukup, Yang Mulia. Terima kasih. 
 

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Izin, Majelis. Masih ada tambahan khusus untuk kabupaten, untuk 

DPRD Kabupaten Kerong, Majelis.  
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169. KETUA: ASWANTO 
 
Ini di dalam (...) 
 

170. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Sekarang begini, ya. Mohon maaf, Yang Mulia.  
Anda ini banyak sekali dari tadi tambahan, saya enggak tahu 

mana yang pokoknya jadinya. Tunggu dulu, dimatikan dulu itunya dulu. 
 

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Oh, ya. 
 

172. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Anda baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018, 

enggak? Sebagai Kuasanya ... Kuasa Hanura. Baca? 
 

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Baca, Majelis. 
 

174. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Apa di dalamnya? 
 

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Menggabungkan seluruh Permohonan ke da (...) 
 

176. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Anda tahu kan? 
 

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Ya, baik. 
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178. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Jadi, supaya kejadian seperti Anda ini tidak terjadi, itu semuanya 

kan digabungkan dalam satu Permohonan (...) 
 

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Baik, Majelis. 
 

180. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini Anda memisah-misahkan lagi. 
 

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Baik, Majelis. 
 

182. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Paham itu ada kesalahan Anda di situ? Secara formal.  
 

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Paham, Majelis. 
 

184. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, jadi ... apa namanya ... ini untuk semuanya juga. Ini sudah 

diatur secara baik di sini, bagaimana menyatukan di dalam satu 
Permohonan.  

Nah, ini masing-masing ... apa ... masing-masing Dapil, lain lagi 
Permohonan ... ini lain lagi Permohonan ... lain lagi Permohonan. Ya, kan 
nanti bagaimana kalau orang beracara tidak patuh dengan hukum acara 
yang ada? Itu kan jadi repot kita di Mahkamah jadinya, ya? 

 
185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 
 
 Baik, Majelis. 
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186. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini soal bagaimana menilai keterpisahan ini nanti akan kami nilai 

tersendiri. 
 

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Baik, Majelis. Terima kasih, Majelis. 
 

188. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Jadi, itu tadi ... semula tadi saya juga sudah bertanya. Kok, 

dipisah-pisah, ya? 
 

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Baik, Majelis. 
  

190. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Nah, untuk yang belum itu dianggap dibacakan, ya? 
 

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Baik, Majelis. Terima kasih.  
 

192. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Kita menghemat waktu.  
 

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Izin, Majelis.  
 

194. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Apa lagi?  
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195. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Ada bukti yang rencana kami tarik dan kami masukkan kembali 

(...)  
 

196. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Mengenai bukti nanti kita akan dibicarakan, ya? 
 

197. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Akan dibahas di sini, ya. Oke. Baik, mejelis.  
 

198. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Nanti setelah persidangan ini mau ditutup, nanti mengenai bukti. 
 

199. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Oke, baik. 
 

200. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Selanjutnya Pemohon 20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PKB. 

Dipersilakan! 
 

201. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, 

permohonan ini kami ajukan pada tanggal 20 Mei, Pukul 00.25 WIB, oleh 
karenanya masih dalam tenggang waktu. 

 
202. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Langsung ke pokok perkaranya saja, Pak. 
 

203. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Ya. Untuk pokok perkara, Yang Mulia. Di Jayapura itu 

sesungguhnya kami ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan khusus di 
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Dapil VI, Jayapura ini, sepanjang pelaksanaan sampai pada perhitungan 
di Hotel Aston itu berjalan dengan baik.  

Namun persoalan kemudain muncul ketika Termohon melakukan 
reka … rekapitulasi ulang yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe, tanpa 
dilandasi oleh adanya kejadian khusus dan/ataupun rekomendasi dari 
panwaslu atau Bawaslu.  

Yang Mulia, karena adanya rekapitulasi yang dilakukan 2 kali 
tersebut, maka rekapitulasi yang pertama, Pemohon memperoleh suara 
2.867 dan sehubungan dengan adanya rekapitulasi yang kedua di Grand 
Abe kemudian suara Pemohon mengalami penurunan 150 suara, 
sehingga suaranya menjadi tinggal 2.707.  

 
204. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Saya mau tanya dulu, ini yang dibacakan ini yang mana ini, yang 

tertanggal berapa? Soalnya ini ada yang tanggal 23 Mei, ada tanggal (...)  
 

205. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 23 Mei, Yang Mulia.  
 

206. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Nah, ini yang kita registrasi … jadi, yang dibacakan tanggal 23 

Mei? 
 

207. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Siap. 
 

208. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Sebentar.  
Ya. Jadi tanggal 23 Mei permohonan awal, ya?  
 

209. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Ya. 
 

210. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Itu yang Anda mau bacakan, ya? 



 

32 

 
211. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 
 
 Siap. 
 

212. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Dipersilakan! 
 

213. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Ya, lanjutkan, Yang Mulia. Kemudian suara Partai Garuda yang 

semula 818 waktu rekap di Hotel Aston, rekapitulasi pertama. Kemudian 
mengalami perubahan di Grand Abe menjadi 968.  

Artinya penambahan suara Garuda ini 150, sama persis dengan 
pengurangan suara Partai PKB, Pemohon.  

Yang Mulia, sehubungan dengan adanya rekapitulasi yang 
dilakukan 2 kali ini, Bawaslu dan panwaslu telah menyampaikan 
keberatan (...)  

 
214. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya. 
 

215. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Kepada Termohon. Namun keberatan ini tidak dilaksanakan. 

Termasuk diantaranya untuk melakukan buka kotak suara untuk 
menghitung ulang. Sehingga total pada saat pengumuman tingkat 
nasional suara Pemohon yang semula di rekapitulasi 2 … mendapatkan 
2.857 mengalami pengurungan menjadi tinggal 200 … 2.707.  

 
216. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya, lanjut! 
 

217. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Terus yang terakhir, Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan 

bahwa sama sekali tidak ada rekomendasi dari Banwas … dari panwaslu 
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ataupun Bawaslu. Sehingga menurut pandangan Pemohon, apa yang 
dilakukan oleh Termohon ini mestinya tidak perlu terjadi.   

 
218. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik. Itu di dalam permohonannya sudah dimasukkan? 
 

219. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Ada, Yang Mulia.  
 

220. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Poin berapa itu? Ini saya telah baca poin 3, poin 4, yang mana 

ini? Yang Saudara (...)  
 

221. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Di Poin 4, 5, 6, Yang Mulia.    
 

222. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Poin 4, 5, 6, ya?  
 

223. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Siap. 
 

224. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Keberatan sudah dilakukan, ya? 
 

225. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Siap. 
 

226. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Oke. Silakan! 
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227. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Oke. Melengkapi permohnan ini, Yang Mulia, izinkan kami dalam 

kesempatan pembuktian untuk menyampaikan pernyataan Dari Caleg 
Partai Garuda yang menyatakan bahwa suara 150 suara yang terinput 
sebagai perolehan suara yang bersangkutan ternyata adalah suara milik 
PKB. 

Ini mohon izin, kami lampirkan sebagai bukti tambahan (...)  
 

228. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Bukti, ya? Silakan! 
 

229. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Demikian, Yang Mulia. Yang bisa kami sampaikan, selain dan 

selebihnya kami mohon dianggp dibacakan. Kami sampai kepada petitum 
(...)  

 
230. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 He em. 
 

231. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Satu, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, 
sepanjang mengenai Dapil Jayapura, Dapil II Jayapura. Memperbaiki dan 
menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk daerah pemilhan 
Kota Jayapura II, Partai Kebangkitan Bangsa 2.857, Partai Garuda 818 
suara.  

Empat, Menetapkan Hj. Zubaidah Onny, M.Si sebagai anggota 
legislatif anggota DPR RI Kota Jayapura, terpilih untuk Partai 
Kebangkitan Bangsa untuk daerah pemilihan Kota Jayapura II. 
Menetapkan … memerintahkan Pemohon untuk mematuhi dan 
melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah berpendapat lain 
mohon keputusan yang seadil-adilnya.  

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 
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232. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik, dari Permohonan Perkara Nomor 20/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 sudah selesai, ya? 
Kita lanjut untuk permohonan (...)  
 

233. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Izin, Yang Mulia, dari PKB masih ada tambahan 1. 
 

234. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Tambahan mengenai apa itu? Silakan! 
 

235. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
Baik, Yang Mulia.  Untuk PKB itu ada satu lagi, DPR RI Dapil 

Papua. 
 
236. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 

 Ada dua, ya? 
 
237. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 
 

 Ya, DPR RI Dapil Papua. Ini kebetulan berbeda Kuasa Hukum, 
Yang Mulia.  

 
238. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

 Oh, begitu? 
 
239. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 
 
 Beda kantor. Dari luar partai, Kuasa Hukum luar partai kebetulan. 
 

240. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Silakan, silakan. 
 



 

36 

241. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Baik, singkat saja, Yang Mulia. Terhadap pokok permohonan 

untuk DPR RI Dapil Papua. Yang pertama adalah Kabupaten Mimika. Itu 
suara Calon Anggota DPR RI atas Amir Mahmud Madubun di dalam DA-1 
untuk Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Baru memperoleh 80.139, itu di 
dalam DA-1. Di dalam DB, DC, dan DD ini yang kami cantumkan di sini 
DD-1 itu menjadi 2.863, hilang 77.276.  

 Kabupaten Tolikara, untuk Calon Anggota DPR RI atas nama Amir 
Mahmud Madubun, itu suara sah di DA-1-nya 42.580 suara, hilang 
22.797. … 42.580 di dis … Kabupaten Tolikara itu kami rinci di setiap 
distrik berdasarkan DA-1, Caleg DPR RI atas Amir Mahmud Madubun di 
dalam DA-1 Distrik Air Garam, Tolikara memperoleh 3.763. Di Distrik 
Kembu DA=7.737. Distrik Kangime DA-1-nya 13.494. Distrik Bogonuk 
DA-1-nya itu 5.053. Distrik Goyage di dalam DA-1-nya 7.262. Distrik 
Geya=5.271, itu kalau ditotal semuanya untuk Kabupaten 
Tolikara=42.580, tetapi di dalam DB-1, DC, dan DD, ini berubah menjadi 
19.783.  

 
242. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Sebentar, sebentara, Pak Yang Mulia.  
 

243. KETUA: ASWANTO 
 
 Silakan, Yang Mulia.  
 

244. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini di … apa … di tabel yang di atas ketika … ini Tolikara kan di … 

tidak di … dinyatakan dimana-mana sum … jumlah suara itu kan (...)  
 

245. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Ya.  
 

246. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ada perinciannya. Tapi yang untuk … apa namanya … tabel di 

atasnya itu tidak ada penguraiannya kan?  
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247. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Yang (...)  
 

248. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Yang kayak begini. 
 

249. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Kebetulan, Yang Mulia (...)  
 

250. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Yang satu, yang Mimika itu.  
 

251. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Baik, Yang Mulia. Untuk Mimika itu cuma satu distrik, Yang Mulia. 

Itu ada uraiannya. Itu dis … Distrik Mimika Baru, suara di dalam DA-1-
nya 80.139. di dalam … kemudian hilang 77.276.  

 
252. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oke, ini satu distrik, ya? 
 

253. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Ya, cuma satu distrik, Yang Mulia. Distrik Mimika Baru.  
 

254. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke, ini perlu besok diklarifikasi kepada Termohon, ini. Ini kalau 

dibawah distriknya … apa … ini kok, besar sekali … apanya. Tapi biar 
saja, terus.  

 
255. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 
 
 Oke.  
 



 

38 

256. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Yang penting penguraiannya dikap … apa … termaktub di dalam 

angka yang besar itu, ya?  
 

257. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Baik, Yang Mulia.  
 Terusnya, berdasarkan … penghitungan berdasarkan DA-1 yang 

kami miliki untuk Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI perolehan suara 
partai 18.126. perolehan suara Caleg DPR RI Nomor 1 itu Peggi Patricia 
Pattipi=37.001. Nomor 2, Amir Mahmud Madubun=133.033 suara. 
Marthen Douw=151.994. Yanes Murib=4.732. Indrajaya=2.373. Esa 
Divinubun=1.892. Yehuda Gobai=131.628. Yusuf Melianus 
Maryen=16.303. Astri Sri Hariani=1.102. Yohannes B. P. Manik=900. 
Jumlah suara sah partai politik dan calon seharusnya adalah 498.184 … 
498.184.   

 Petitum kami, Yang Mulia. Mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan KPU sebagaimana objek 
sengketa a quo untuk Dapil DPR RI, Daerah Pemilihan Papua. 
Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk 
pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Papua sebagai berikut.  

Partai kebangkitan … suara Partai Kebangkitan Bangsa=1.000 … 
18.126, Peggi Patricia Pattipi=37.001. Amir Mahmud Madubun=133.033 
suara. Marthen Douw=151.100 … 151.994. Yanes Murib=4.732. 
Indrajaya=2.373. Esa Divinubun=1.892. Yehuda Gobai=131.628. Yusuf 
Melianus Maryen=16.303. Astri Sri Hariani=1.102. Yohannes B. P. 
Manik=900. Jumlah suara sah partai politik dan calon anggota DPR RI 
dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Papua seluruhnya 40 … 498.184 
suara. Memerintahkan kepada Termohon, KPU, untuk melaksanakan 
putusan ini.  

 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpen … apa … apabila Hakim 
Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berdam … berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya.  

 Demikian, Yang Mulia.  
 

258. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
  Baik. Jadi permohonan ini yang Saudara bacakan ini adalah yang 

diregister tertanggal 31 Mei, ya?  
 

259. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 
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 23 Mei, Pak … yang … izin. 
 

260. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ini? 
 

261. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Perbaikan 23 Mei, Yang Mulia.  
 

262. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
  
 Perbaikan yang tanggal 20? 23 Mei.  
 

263. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Yang perbaikan, Yang Mulia, izin.  
 

264. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Jadi, perbaikannya, 31 Mei. Di … diregister tanggal 1 Juli, ini 

yang ada pada kita, ya.  
 

265. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Baik, Yang Mulia. Terima kasih.  
 

266. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Untuk selanjutnya Permohonan Nomor 243/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 kepada partai Gerakan Perubahan Indonesia, 
dipersilakan!    

 
267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 
 
 Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum. Oke, Yang Mulia. 

Untuk dari Pemohon dengan … dari Pemohon partai Garuda untuk Papua 
sebaran buatannya di 6 provinsi, Yang Mulia. Diantaranya di Mimika, 
terus di Jayawijaya Dapil I, II dan III, IV, sama di Kabupaten Asmat, 
terus di Yahukimo, dan di Nabire, Yang Mulia, sama Lanny Jaya.  
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268. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Saya mau konfirmasi dulu permohonan yang mau Saudara 

bacakan itu yang kami (…) 
 

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Yang tanggal 31 (…) 
 

270. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Terima register tanggal … di register 1 Juli dan diterima tanggal 

31 Mei 
 

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN  

 
 Ya, benar, Yang Mulia.    
 

272. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, silakan! 
 

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Sebelumnya untuk, singkat saja, Yang Mulia. Sebelumnya untuk di 

Mimika, itu suara Pemohon sesuai dengan yang ditetapkan oleh 
Termohon KPUD Kabupaten Mimika itu 2.336. Namun, dalam data yang 
dimiliki oleh Pemohon, suara Pemohon dari partai Garuda secara 
keseluruhan itu 3.247 sehingga terjadi ada perselisihan di Mimika, Yang 
Mulia.    

 Terus untuk di Kabupaten Jayawijaya 1, suara Termohon … yang 
ditetapkan Termohon … mohon maaf, yang ditetapkan oleh KPUD itu 
8.690 suara. Sementara, suara milik Pemohon sekitar 13.000, Yang 
Mulia. 

 
274. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik. Ini tidak pakai daftar nampaknya, ya?  
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275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

276. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ini hanya narasi saja. 
 

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya. Betul, Yang Mulia.  
 

278. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Silakan!  
 

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terus untuk Jayawijaya 2 Distrik Wame itu yang ditetapkan 

Termohon … yang ditetapkan Termohon itu 120 … eh … mohon maaf … 
122 suara. Sementara untuk Distrik Wame sesuai dengan data yang 
dimiliki Pemohon kami yaitu 17 … 1.702 suara, sehingga selisihnya 
sangat jauh, Yang Mulia.  

 
280. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya.  
 

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Kemudian untuk Jayawijaya 3, Yang Mulia. Itu, di Distrik Tagineri 

itu suara caleg dari Pemohon atas nama Tinus Tabuni it … dan saudara 
… dan Caleg Manto Buni, caleg dari Pemohon nomor 1 dan 2 itu 
dialihkan ke partai Perindo, Yang Mulia. Sehingga, mempengaruhi … apa 
namanya … penetapan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota di 
Kabupaten Jayawijaya, Yang Mulia. 

 Kemudian untuk Distrik Koragi. Di distrik Koragi, caleg Pemohon 
atas nama Tinus Karoba memperoleh suara sebanyak 1.085 suara. 
Namun, dalam penetapan di distrik, cuma hanya memperoleh suara 864 
suara, Yang Mulia. Sehingga mempengaruhi perole … pengisian 
keanggotaan DPRD Dapil Jayawijaya 3, Yang Mulia.  
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 Terus kemudian untuk Jayawijaya 4, suara yang ditetapkan oleh 
Termohon KPUD Kabupaten Jayawijaya itu sesuai dengan data DB-1 
yang kami miliki itu suara Pemohon ditetapkan 3.781, Yang Mulia.  

 
282. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya. 
 

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Sementara untuk suara Pemohon itu sesuai dengan data yang 

kami miliki itu 5.361. Sehigga, ada perselisihan suara yang cukup jauh di 
sana, sekitar 3.780 suara.  

 Kemudian untuk Kabupaten Asmat, Yang Mulia. Suara Termohon 
di TPS 1 Distrik Agats itu suara partai=1, sementara suara caleg 49 
suara. Jika, digabungkan maka 50 suara. Kemudian di TPS 3 di distrik 
yang sama Distrik Bismanagas di TPS 3 itu suara parta 4 sementara 
suara caleg 137 suara sehingga digabungkan antara TPS 1 dan TPS 3, 
maka keseluruhan suara itu memiliki suara 190 … 191 suara. 

 Namun, dalam penetapan di KPUD … di tingkat KPUD oleh 
Termohon KPUD Kabupaten Asmat justru tidak mempertimbangkan … 
apa namanya … problem ini, padahal ini sudah menjadi … padahal sudah 
dilakukan keberatan pada saat forum Pleno hasil rekapitulasi suara, Yang 
Mulia. Sehingga, ditetapkan suara pemilik Pemohon hanya 1.555 suara. 

 Kemudian untuk di Yahukimo, Yang Mulia. Kabupaten Yahukimo, 
untuk Distrik Angguruk caleg Pemohon atas nama Zebulon T. Yohame, 
S.T., Nomor Urut 1, suara Pemohon untuk di Distrik Angguruk itu 923 
suara, Yang Mulia.  

Kemudian, Termohon menetapkan 0 suara di Distrik Angguruk. 
Kemudian di … ya, Yang Mulia, ditetapkan 0 suara dan diduga 
dipindahkan suara tersebut ke caleg yang lain, Yang Mulia. Di sini kita 
jelaskan dalam posita kami itu caleg Yance Lintamon, nomor 4 dari partai 
Nasdem. Kemudian juga, ada surat dari Partai Nasdem yang pada 
pokoknya surat tersebut menjelaskan bahwa akan mengembalikan suara 
pemilik Pemohon sesuai dengan apa yang dituliskan dalam surat 
tersebut, Yang Mulia.  Dari dpd … DPD Nasdem Yahukimo, Yang Mulia.  

 Kemudian untuk Distrik Ubalihi, untuk caleg atas nama Hendrik 
Kenangalem dari caleg Pemohon, Yang Mulia, itu Hendrik Kenangalem, 
Yang Mulia, nomor 3, suaranya 163 suara, untuk distrik. Namun, mohon 
maaf … mohon maaf, Yang Mulia. Untuk di distrik Ubalihi, caleg atas 
nama Hendrik Kenangalem itu ditetapkan oleh Termohon suaranya 2.859 
suara. Namun, data yang dimiliki oleh Pemohon yang kami punya itu 
3.000 … 3.165 suara. Sehingga, terjadi ada perselisihan suara di sana 
yang cukup signifikan, Yang Mulia.  
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Kemudian caleg … ada surat dari Caleg Nasdem … mohon maaf … 
ada surat dari DPD Nasdem, di mana sama bunyinya, seperti yang terjadi 
di Yahukimo, Yang Mulia, di Distrik Angguru. Ini pada pokoknya, surat 
tersebut DPD Nasdem Kabupaten Yahukimo menjelaskan bahwa 
mengembalikan suara sebagaimana yang telah diakui oleh caleg mereka 
atas nama M. Esau … M. Rian, Yang Mulia. Itu suaranya sekitar 300 … 
3.220 suara, Yang Mulia.  

 
284. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik (…) 
 

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Kemudian (…) 
 

286. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Waktunya tinggal 5 menit (…) 
 

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Oke, Yang Mulia.  
 Kemudian, untuk … dan sama juga Yang Mulia, Caleg PAN juga 

sama pokok suratnya, intinya dari DPD PAN Yahukimo pada pokoknya 
me … menyurati DPD Garuda untuk penggelembungan suara yang 
kemudian diduga diambil oleh caleg ininya, Yang Mulia.  

 Kemudian, untuk Nabire Dapil 2, Yang Mulia. Itu suara Demokrat 
ditetapkan oleh Termohon Kabupaten Nabire, itu sesuai dengan data 
yang dimiliki oleh Pemohon, itu suara Demokrat harusnya itu 2.000 … 
cuma 2.065 suara. Namun, yang ditetapkan KPUD justru jadi bertambah 
suaranya jadi 3.130 suara. Sehingga, ini mempengaruhi perselisihan … 
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire, di mana suara 
Pemohon seharusnya memperoleh … di mana suara Pemohon itu 
ditetapkan oleh Termohon KPUD Kabupaten Nabire, itu 2.582 suara. 
Sementara, suara Demokrat seharusnya sesuai dengan data yang kami 
miliki itu hanya 2.065 suara, gitu. Sehingga, ini tentu berpengaruh 
terhadap pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire, Yang Mulia.  

 Terus yang berikut, Kabupaten Lanny Jaya, Yang Mulia. Suara 
Pemohon itu ditetapkan oleh Termohon KPUD sekitar 4.383 suara, 
namun ada surat dari Bawaslu kabupaten setempat, Lanny Jaya. Yang 
memerintahkan kepada Bawaslu Nabire untuk dievaluasi atau dihitung 
ulang sebagaimana suara yang sesuai dengan data yang dimasukkan ke 
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… sesuai dengan laporan di Bawaslu. Itu sekitar 6.000 sekian, Yang 
Mulia.  

 Mungkin itu saja, Yang Mulia, yang ingin kami sampaikan.  
 

288. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Saya mau konfirmasi di poin B ini di Dapil Lanny Jaya 3, ya? 
 

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

290. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Itu di poin B itu, di sini 4.556? 
 

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya. Betul, Yang Mulia.  
 

292. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Betul seperti itu? Tadi Saudara menyebut 6.000. Itu angkanya di 

mana itu? 
 

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 6.000 itu surat dari keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Distrik Bruwa, Yang Mulia. (…) 
 

294. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik (…) 
 

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN  

 
 Itu … itu dalam pokoknya menjelaskan bahwa suara seharusnya 

dimiliki oleh Pemohon itu sekitar 6.000 sekian, Yang Mulia. Bukan yang 
ditetapkan oleh Pihak Termohon.  
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296. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL  
 
 Baik. Jadi, itu Saudara harus buktikan nanti itu.  
 

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN  

  
 Insya Allah, Yang Mulia. Kalau tidak ada halangan (…) 
 

298. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL  
  
 Langsung. Ke mana? Petitum, ya? Silakan! Belum? (…) 
 

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terima kasih. (…) 
 

300. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Masih ada? (…)  
 

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSDI SANMAS 

 
 Langsung petitum, Yang Mulia.  
 

302. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Silakan! 
 

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSDI SANMAS 

 
 Petitum yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon 

untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan kom … Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor sekian sekian, tentang 
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan 
Umum Tahun 2019.  

 Yang ketiga, menetapkan perolehan suara yang benar untuk 
Pemohon, untuk pengisian anggota DPRD kabupaten/kota, Kabupaten 
Mimika, Dapil I, Kabupaten Yakohimo … Yahukimo, Dapil II Kabupaten 
Jayawijaya, Dapil I, II, III, dan Dapil IV Kabupaten Asmat, Dapil I 
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Kabupaten Nabire, Dapil II dan Kabupaten Lanny Jaya, Dapil III sebagai 
berikut.  

a. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten 
Mimika, Dapil II sebesar 3.000 (…) 

 
304. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Nah, ini masih kosong di kita ini, Ya? Kabupaten Mimika, Papua.  
 

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSDI SANMAS 

 
 Ya. Siap.  
 

306. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Nah, ini masih kosong. Oke, silakan dibacakan! 
 

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSDI SANMAS 

 
 Sebesar 3.247 suara dan memerintahkan Termohon untuk 

menetapkan perolehan suara berikutnya sesuai dengan keseluruhan 
perhitungan suara calon anggot … keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika 
kepada caleg milik Pemohon. 

b. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten 
Jayawijaya. 

Dapil I sebanyak 3.000 suara, memerintahkan Termohon KPU … 
KPUD Jayawijaya untuk menetapkan pengisian anggo … keanggotaan 
DPRD Kabupaten Jayawijaya, Dapil I kepada milik Pemohon sesuai 
mekanisme pembagian perolehan suara secara keseluruhan Dapil I. 

Berikut Dapil II sebanyak 1.720 suara dan memerintahkan 
Termohon KPD … KPUD Jayawijaya untuk menetapkan pengisian 
keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil II kepada Pemohon 
sesuai mekanisme pembagian perolehan suara secara keseluruhan di 
Dapil II.  

Berikut Dapil III sebanyak 3.659 suara dan memerintahkan 
Termohon untuk menetapkan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten 
Jayawijaya kepada milik Pemohon Dapil III. Berikut Dapil IV sebesar 
3.781 suara dan memerintahkan Termohon untuk memet … menetapkan 
jatah keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya kepada milik Pemohon 
sesuai  

mekanisme pembagian perolehan suara secara keseluruhan di 
Dapil IV. 
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c. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk keanggota … ke 
… untuk Kabupaten Asmat, Dapil II untuk TPS 1 dan 3 sebesar 
191 dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan 
perolehan suara Pemohon secara keseluruhan untuk Kabupaten 
Asmat sebesar 1.955 suara, dan memerintahkan Termohon 
untuk menetapkan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten 
Asmat Dapil II kepada Pemohon. 

d. Menetapkan perolehan suara caleg milik Pemohon untuk 
Kabupaten Yahukimo. Pertama, untuk atas nama Zebulon T. 
Yohame, S.T., Nomor Urut 1 Partai Garuda Kabupaten Yako … 
Yahukimo, Dapil II Kecamatan Angguruk dengan memperoleh 
suara sebesar 923 suara. Dan memerintahkan Termohon untuk 
menetapkan Zebulon T. Yohame, S.T., sebagai pemenang 
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo. 

 Berikut untuk atas nama Hendrik Kenangalem nomo … 
Kenangalem, Nomor Urut 2 dari Partai Garuda Kabupaten ya … 
Yahukimo Dapil II Kecamatan Angguruk dengan memperoleh suara 
sebesar 3.165 suara. Dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan 
Hendrik Kenangalem sebagai pemenang pengisian anggota DPRD 
Kabupaten Yahukimo. 

e. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Nabire 
dapil 2 sebesar 2.582 suara dan memerintahkan Termohon 
untuk menetapkan perolehan pengisian kursi 9 keanggotaan 
DPRD Kabupaten Nabire kepada Pemohon. 

f. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Lanny 
Jaya, Dapil III sebesar 4.556 suara dan memerintahkan 
Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang 
untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya. 

 Tiga, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 
melaksanakan keputusan ini. 

3.3 Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan 
perhitungan ul … ulang atau PSU  

3.4 Menetapkan pemungutan suara ulang atau PSU di semua TPS 
Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 2 Kabupaten Jayawijaya, Dapil II 
dan Dapil IV, Kabupaten Asmat Dapil I, Kabupaten Nabire Dapil II, dan 
Kabupaten Lanny Jaya Dapil III.  

Atau apabila Majelis Hakim yang … apabila Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, 
mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. 

 
308. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik, yang membacakan ini namanya siapa? 
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309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSDI SANMAS 

 
 Rusdi Sanmas. 
 

310. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya? Yus (…) 
 

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSDI SANMAS 

 
 Rusdi. 
 

312. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Rusdi, ya? 
 

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSDI SANMAS 

 
 Ya. 
 

314. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Yang sebelumnya? 
 

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSDI SANMAS 

 
 Saleh Kabakoran. 
 

316. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Saleh Kabakoran? 
 

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSDI SANMAS 

 
 Kabakoran. 
 

318. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Saleh Kawakakora? 
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319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSDI SANMAS 

 
 Kabakoran. 
 

320. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Begitu? Yang satu lagi yus (…) 
 

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSDI SANMAS 

 
 Rusdi Sanmas. 
 

322. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Rusdi Sanmas, ya. Oh, ya. 
 Baik. Jadi, permohonan yang Saudara bacakan ini tertanggal 31 

Mei 2019, tetapi kita register itu tanggal 5 Juli 2019. Baik, saya serahkan 
kepada Yang Mulia, Pak Ketua.  

 
323. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 

 
 Yang Mulia, dari pihak Termohon, Yang Mulia.  
 

324. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Sebentar.  
 

325. KETUA: ASWANTO  
 
Ya, silakan Termohon! 
 

326. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
 Ini yang berkaitan dengan Partai Golkar. Di dalam permohonan 

yang Termohon terima, ini juga ada surat permohonan yang diajukan 
oleh Abaska Tinur. Ini tertera yang diregister adalah sama dengan yang 
diregister oleh Partai Golkar yaitu Nomor 170 yang diterima hari Senin 
tanggal 1 Juli 2019. Jadi, kami ingin menanyakan status permohonan 
dari saudara Abaska Tinur itu seperti apa? Karena ini tadi tidak 
dibacakan oleh partai Golkar. Begitu saja, Yang Mulia. Terima kasih.  
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327. KETUA: ASWANTO 
 
 Ya, oke. Jadi, Abaska Tinus itu satu lembar aja ininya. Satu 

lembar aja permohonan itu. Satu lembar kertas yang masuk itu, ya. 
 

328. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
 Ini satu … apa … satu bagian dengan yang dimohonkan oleh 

partai Golkar, gitu loh. Registernyapun sama begitu.  
 

329. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya, itu tetap diregistrasi, silakan Saudara menjawab nanti, ya. 

Saudara jawab 1 lembar juga, ya. Cukup ya? Nanti giliran Saudara untuk 
memberi jawaban, baru Saudara. 

 Baik. Sekarang kita sahkan dulu bukti. Ada tambahan dulu 
sebelum kita ke bukti. Silakan, Prof! 

 
330. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ada. Ini perlu juga, ya, diberitahukan kepada Kuasa Hukum, 

untuk Petitumnya itu mesti hati-hati membedakan pemilu ulang, 
penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang. Itu beda-beda 
semuanya. Jangan sama saja semuanya. Konsekuensinya beda-beda. 
Nanti Anda maksud pemilu ulang, ternyata yang diinginkan pemungutan 
suara ulang. Jadi, kabur itu barang jadinya.  

Jadi, terminologi-terminologi standar ini, Kuasa Hukum yang ada 
di sini untuk pemilu itu harus mampu membedakannya. Kalau yang 
diceritakan di sini itu soalnya ada di rekap atau soalnya ada di ... apa ... 
di rekapitulasi, lalu memintanya kepada pemungutan suara ulang. Nah, 
nanti “Jaka Sembung naik ojek,” jadinya, enggak nyambung begitu.  

Nah, yang kayak-kayak gitu harus jelas. Ini ndak perlu lagi 
diajarkan kepada Kuasa Hukum yang mewakili pihak-pihak yang 
berpekara di sini. Karena daritadi saya dengar kadang-kadang disebut 
pemilu ulang. Kadang-kadang dise ... disebut pemungutan suara ulang. 
Nah, itu kan beda-beda semua itu secara hukum, dalam konteks hukum 
pemilu kita sangat berbeda.  

Nah, jangan Anda nanti salah menyebutnya, mengakibatkan 
Permohonannya menjadi kabur, begitu. Itu saja yang perlu diingatkan 
kepada Para Kuasa Hukum ini. Nah, makanya saya lihat tadi Termohon 
ketawa-ketawa kecil saja. Ini jangan-jangan dia coba ... apa nih ... apa 
namanya ... menganggap ini orang enggak bisa juga beda-bedakan 
begini. Tapi, kalau mereka itu, terutama KPU kan paham betul 
perbedaan-perbedaan. Jadi, saya ingatkan, jangan salah memaknai soal 
ulang-ulang itu semua.  
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Terima kasih, Pak Ketua. 
 

331. KETUA: ASWANTO  
 
 Terima kasih. Ya, memang sama-sama ada ulangnya. Tapi, 

konsekuensi yu ... yuridisnya berbeda. Kalau pemilu ulang itu nanti KPU 
yang menjawab, kan dimulai dari awal itu. Dimulai dari tahapan kembali. 
Kalau pemungutan suara ulang, nanti ... nanti Saudara baca di undang-
undangnya, gitu. 

 Sekarang kita sahkan dulu alat bukti. Untuk yang pertama, untuk 
Perkara Nomor 170/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya, Golkar. Ini buktinya 
juga Anda beda-bedakan, ya. Pertama, Bukti P-4.1 sampai P-4.3. betul, 
ya, Golkar? Kemudian, Anda ... betul tadi? Kemudian, Anda memasukkan 
bukti untuk Elion Numberi, P-1 sampai P-42? 42 atau 43? 

 
332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS PRADANA 
 
 Yang Mulia. 
 

333. KETUA: ASWANTO 
 
 Oke. 43 betul, ya? 
 

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS PRADANA 

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

335. KETUA: ASWANTO 
 
 Kemudian, Lanny Jaya 2, P-4.56, ya ... P-4.56 .... P-4.56A sampai 

P-499. Betul, ya?  
 

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS PRADANA 

 
 Ada tambahan, Yang Mulia. Untuk Lanny Jaya (...) 
 

337. KETUA: ASWANTO 
 
 Ada tambahannya P-5 (...) 
 
 



 

52 

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS PRADANA 

 
 P-56C. 
 

339. KETUA: ASWANTO 
 
 6 ... sudah masuk? P-56C? Untuk Lanny Jaya. Oke, tambahan P-

4.56C sampai dengan P.117? 
 

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS PRADANA 

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

341. KETUA: ASWANTO  
 
 Betul, ya? 
Kemudian, bukti untuk Yakobus, P-4.44 sampai dengan P-4.53. 

Kemudian, untuk Paskalis, P-4.54 sampai dengan P-455C. Kemudian, 
untuk ... kemudian, Ignasius, P-4.1 sampai dengan P-4.17. Betul, ya? 
Kepulauan Yapen ... Kepulauan Yapen, P-41 sampai dengan P-437? 
Betul, ya?  

Ada catatan ini daftar bukti untuk Elion Numberi, P-41 ... P-41, P-
43, belum ada daftar buktinya. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya, nanti 
berhubungan dengan Kepaniteraan, ya. 

 Ini Derek ... Deerd Tabuni, belum memberi bukti dan alat bukti? 
Betul? Baik. Kemudian Abaska Tinus itu memberikan daftar bukti, tetapi 
bukti fisik belum ada, betul, ya? 

 
342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS PRADANA 
 
 Kalau Abaska Tinus tidak melalui DPP, Yang Mulia.  
 

343. KETUA: ASWANTO  
 
 Nanti, ini perseorangan, ya? Oke. Kita … kita sahkan yang sudah 

ada bukti fisiknya, ya? Walaupun ada di daftar tapi bukti fisik belum ada, 
kita belum sahkan.  

Segera dimasukkan bukti fisiknya biar bisa diverifikasi. 
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 Kemudian untuk Perkara Nomor 42/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 
Partai Hanura. Ini buktinya juga dipisah-pisah sesuai dengan model 
permohonannya tadi yang dipisah-pisah. Pertama Bani Tabuni itu P-1, P-
5 … P-1 sampai dengan P-5, ya, betul?  

Kemudian … bagaimana … Dapil Papua III atas nama Tobias 
Bagubau, itu P-1 sampai dengan P-7B, betul, ya? Kemudian untuk Dapil 
Jayapura III atas nama Otniel Deda P-1 sampai dengan P-8. Ini semua? 

Kemudian Dapil Papua I atas nama Jemy Kombo, P-1 sampai 
dengan P-12, betul, ya? Kemudian untuk Dapil I Kerom, P-1 sampai 
dengan P-27? Kemudian Dapil Papua atas nama Yulianus Dwwa, P-1 
sampai dengan P-36 dengan catatan nanti dihubungi apa … nanti 
berhubungan dengan Pihak Kepaniteraan, ya? 

 
344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 
 
 Siap.  
  

345. KETUA: ASWANTO  
 
Ada catatan-catatannya.  
 

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Siap. Siap, Yang Mulia.  
 

347. KETUA: ASWANTO  
 
 Kemudian untuk Dapil Papua atas nama Kenius Kogoya, P-1 

sampai dengan P-40? 
 

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Betul, Yang Mulia.  
 

349. KETUA: ASWANTO  
 
 Betul, ya.  
Kemudian untuk Dapil ... masih Dapil Papua I atas nama Ir. 

Mohamad Fajar Takhari, P-1 sampai dengan P-11, ya? 
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350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Betul. 
 

351. KETUA: ASWANTO  
 
 Ada catatannya, nanti berhubungan dengan Pihak Kepaniteraan. 
 

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

  
Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
353. KETUA: ASWANTO  

 
Sudah ini. Ya? 
 

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Izin Yang Mulia. Kami bermaksud untuk mengajukan penarikan 

seluruh bukti atas nama Kanius Kagoya dan memasukkan bukti yang 
baru. 

 
355. KETUA: ASWANTO  

 
 Nanti di ... nanti … nanti sesudah sidang saja baru Anda (…) 
 

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO
  

 
Oh, melalui Kepaniteraan, ya? 
 Baik, Majelis. 
 

357. KETUA: ASWANTO  
 
 Kita sahkan dulu yang ada, ya? 
 

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Baik, Yang Mulia.  
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359. KETUA: ASWANTO  
 
 Kecuali yang belum ada fisiknya tidak kita sahkan.  
 
 
 
 

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Baik, Yang Mulia.  
 

361. KETUA: ASWANTO  
 
Baik, kemudian untuk PKB. Untuk PKB ... untuk Amir Mahmud … 

Mahmud Madubun, Anda memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-7. 
Jadi ada, sebelumnya Anda juga memasukkan Bukti P-8, tapi kemudian 
anda merenvoi dan mencoret P-8, betul, ya? 

 Kemudian alat bukti untuk Hj. Zubaidah Onny adalah P-1 sampai 
dengan P-9, ya, betul? P-10 belum dimasukkan? Nanti dimasukkan saja, 
nanti diverifikasi dulu. Kita sahkan yang ada dulu, ya. 

 
   
 
 Nah, untuk Partai Garuda. Ini Anda menyerahkan 2 alat bukti … 

sori, 2 daftar bukti. Daftar bukti bertanda P-1 sampai dengan P-23 yang 
diserahkan tanggal 31 Mei. Kemudain daftar alat Bukti P-1 sampai 
dengan P-34 yang diserahkan pada tanggal 5 Juli 2019. Tetapi baru 
daftarnya saja, bukti fisiknya belum ada. Kecuali ada satu yang Anda 
sudah masukkan yaitu P-1, itupun juga hanya fotokopi.  

 
362. KUASA HUKUM PEMOHON NO 20-01-33: SALEH KABAKORAN 

 
 Izin Yang Mulia.  
 

363. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya. 
 

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Sebelumnya untuk daftar bukti yang dari P-1 sampai P-23   
 
 

KETUK PALU 1X 
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365. KETUA: ASWANTO  
 
 He em. 
 

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Kami memang belum … karena kami … Papua ini kan, agak … ini 

… Yang Mulia, secara geografis (...)  
 

367. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya, kita paham itu.  
 

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Jadi, mohon dimaklumi.  
 

369. KETUA: ASWANTO  
 
 Yang Anda mau sampaikan bahwa memang, Anda belum 

memasukkan? 
 

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya. Jadi, insya allah. Sebenarnya sudah ada, Yang Mulia. Ini kita 

sudah bawa.  
 

371. KETUA: ASWANTO  
  
 Ya, nanti sesudah sidang saja kalau begitu, ya (...)  
 

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terus (...)  
 

373. KETUA: ASWANTO  
 
 Karena kita harus verifikasi.  
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374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, Yang Mulia. Izin untuk daftar bukti perubahan sebagaimana 

tertanggal (...)  
 

375. KETUA: ASWANTO  
 
 Yang tanggal 5 Juli?  
 

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya. Itu kami merubah karena ada daftar urutan bukti yang dalam 

urut … urutannya itu, ada beberapa yang tidak sesuai dengan posita 
yang kami dalilkan dalam pemo … permohonan kami.  

 
377. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik, oke. Karena dua kali Anda memasukkan daftar alat bukti, 

yaitu tanggal 31 Mei dan tanggal 5 Juli, ini kita minta ketegasan. Yang 
mana yang digunakan?  

 
378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 
 
 Tanggal … sampai … dari P-1 sampai P-32 (...)  
 

379. KETUA: ASWANTO  
 
 P-32? 
 

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

381. KETUA: ASWANTO  
 
 P-1 sampai P-32 itu daftarnya diserahkan tanggal 31 Mei. Betul, 

ya? 
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382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Yang terakhir 5 Juli, Yang Mulia.  
 

383. KETUA: ASWANTO  
 
 Jadi, yang dipakai (...)  
 

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, Yang Mulia (...) 
 

385. KETUA: ASWANTO  
 
 P-1 sampai P-34 yang diserahkan daftar buktinya pada tanggal 5 

Juli? 
 

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, Yang Mulia. Itu yang … mohon untuk ditetapkan, Yang Mulia 

(...)   
 

387. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya. Ya, nanti kita tetapkan sesudah alat … ada alat buktinya.  
 

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Oh, siap.  
 

389. KETUA: ASWANTO  
 
 Ini baru daftar.  
 

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, Yang Mulia. Mohon maaf, ya.  
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391. KETUA: ASWANTO  
 
 Jadi, Anda menegaskan bahwa alat bukti nanti yang Anda akan 

serahkan adalah alat bukti yang terdapat di dalam daftar alat bukti yang 
Saudara serahkan tanggal 5 Juli 2019.  

 
392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 
 
 Ya, Yang Mulia, benar.  
 

393. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya. Tapi sekarang kita belum bisa sahkan karena baru daftarnya.  
 

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, Yang Mulia. Maksud kami setelah di ini.  
 

395. KETUA: ASWANTO  
 
 Oke, setelah sidang Anda serahkan, ya.  
 

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Oke, Yang Mulia.  
 

397. KETUA: ASWANTO  
 
 Ke Bagian Kepaniteraan.  
 

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

399. KETUA: ASWANTO  
 
 Ada tambahan, Prof? 
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400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS PRADANA 

 
 Dari Pemohon, mohon izin, Yang Mulia. Dari Perkara 170-04-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)  
 

401. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya, silakan.  
 

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS PRADANA 

 
 Ada bukti yang belum disahkan, terselip mungkin.  
 

403. KETUA: ASWANTO  
 
 Bukti mana?  
 

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS PRADANA 

 
 Untuk Kota Jayapura I, Jayapura Selatan, Dapil I.  
 

405. KETUA: ASWANTO  
 
 Jayapura 1, P-4.1 (...)  
 

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS PRADANA 

 
 P-4.1 (...)  
 

407. KETUA: ASWANTO  
 
 Sampai dengan P-4.6?  
 

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS PRADANA 

 
 Betul. Dan ada tambahan yang sudah dimasukkan kemarin. P-4.7.  
 

409. KETUA: ASWANTO  
 
 Oh, ini.  
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 Ya, yang P-37 belum kita verifikasi, ya. Nanti diverifikasi. Yang 
sudah diverifikasi itu P-4.1 sampai dengan P-4.6.  

 
410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS PRADANA 
 
 Oh. Baik, Yang Mulia.  
 

411. KETUA: ASWANTO  
 
 Itu yang sudah kita verifikasi.  
 Kita sahkan, ya.  
 
 
 

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS PRADANA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

413. KETUA: ASWANTO  
 
 Oke. Yang P-37 belum diverifikasi … P-47 belum diverifikasi. Nanti 

kita verifikasi.  
 Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan, Pak?  
 

414. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
 Yang Mulia, dari Pihak Termohon. Kami mohon izin kapan kami 

bisa … selaku Termohon bisa menye … apa … melakukan inzage dan 
mendapatkan daftar alat bukti? Kami mohon waktu, Yang Mulia. Kapan 
sekiranya?  

 
415. KETUA: ASWANTO  

  
 Ya. Setelah sidang ini, Saudara bisa melakukan itu.  
 

416. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
 Baik.  
 

417. KETUA: ASWANTO  
 
 Cuma, nanti kalau misalnya pelayanannya tidak maksimal. 

Mungkin karena staf kita kan pada fokus untuk sidang selanjutnya.  

KETUK PALU 1X  



 

62 

 
418. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 

 
 Ya.  
 

419. KETUA: ASWANTO  
 
Tapi secara prinsip selesai sidang ini, Anda bisa melakukan inzage, 

ya.  
 

420. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
Termasuk yang untuk … apa … persidangan yang tadi pagi, Yang 

Mulia, yang pukul 08.00 WIB itu.  
 

421. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya, ya, ya.  
 

422. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

423. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. Sebagai informasi untuk penundaan sidang, sidang 

selanjutnya kita hari Senin, tanggal 15 Juli 2015 [Sic!], waktunya pukul 
10.30 WIB. Agendanya mendengarkan jawaban Termohon, keterangan 
Bawaslu, keterangan pihak terkait, dan pengesahan bukti Termohon, 
Bawaslu, dan Pihak Terkait.  

 Penyampaian ini sekaligus sebagai undangan untuk menghadiri 
persidangan. Sehingga, tidak ada lagi alasan nanti bahwa kami belum 
menerima undangan persidangan. Jelas, ya?  

 
424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 
 
 Baik, Yang Mulia. 
  

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN 

 
 Baik, Yang Mulia.  
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426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO 

 
 Baik, Yang Mulia.  
 

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-
33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYARIF HIDAYATULLAH 

 
 Baik, Yang Mulia. 
 

428. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI  

 
Baik, Yang Mulia. 
 

429. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: JAMIL BURHANUDIN 

 
Baik, Yang Mulia. 
 

430. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD SUTEJO 
 
Baik, Yang Mulia. 
 

431. KETUA: ASWANTO  
 
 Terima kasih atas … apa namanya … pengertian Saudara, 

sehingga sidang kita bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan 
sidang pada hari ini selesai dan ditutup.  

 
 
 

 
 

 
Jakarta, 9 Juli 2019 
Panitera, 

 
 
  ttd. 
 
   

Muhidin 
NIP. 19610818 198302 1 001 
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